
RENCANA 

Meni bang 

Mengin at 

BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAW A BARA T 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 84 TAHUN 2022 

TENTANG 

JA RI TAH AERAH KABUPATE TASIKMALAYA 
TAHUN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

bahwa untuk mela k sanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) 
Undang-Undang Nom or 23 Tahun 2014 tentang Pem erin tahan 

Daerah, sebagaima n a telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nom or 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

sikmalaya tentan g Rencana Kerja Pemerinta h Daerah 

Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023; 

Undang-Undang Nomor 14 Tahu n 1950 
Pem bent kan Daerah- daerah Ka bupaten 

tentang 
dalam 

lingkungan Provi s i J awa Barat (Berita Negara Tahun 
19 50) sebagaim ana telah diubah deng Und an g-Undang 

omor 4 Tah u 1968 ten tang Pembentu kan Kabupaten 

Purwa karta dan Kabupaten Subang den ga n mengubah 
Un dang-Unda n g Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

emben ukan Daerah -daerah Kabu paten dalam 
Lin kun gan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tah n 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Repub ik Indonesia Nomor 2851) ; 

2. Undang-Undan g Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3 . Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4700) ; 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Un dang

Undang Nomor 1 Tahun 2022 ten tang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indon esia Tahun 2022 
Nomor 4 , Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Nomor 6757); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20 14 ten tang 
Administrasi Pem erintahan (Lembaran Negara Re blik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lern. aran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) seba gaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara epublik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan mbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 ten tang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tam bah an 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nom r 4725), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nom or 13 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas eraturan 

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Ren cana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indon esia Tahun 2017 Nomor 77, Ta m bahan Lembaran 
Negara Republik In donesia Nomor 6042); 

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2 0 16 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negar a Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 14, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 



3 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahunn 2017 Nomor 1312); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 

ten tang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538); 

12 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nom or 1 114); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tah n 2019 

tentang Klasifika si, Kodefikasi, dan No en a tur 
Perencanaan Pem bangunan dan Keuangan Daerah ( erita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Ta u 2022 
tentang Pedoman Penyusunan Renca n a Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2023; 

15. Keputusan Men teri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 

2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan I ventarisasi 
Klasifikasi, Kodefikasi dan N omenklatur Per ncanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah 

16. Peraturan Daerah Provinsi J awa Barat Nom r 6 Tahun 

2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 

Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahu n 2009 

Nomor 6 Seri E, Ta mba han Lembaran Daerah Nom or 64); 
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 

20 10, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pr vinsi Jawa 
Barat Tahun 2009 -2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E); 

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 
201 0 tentang Pengembangan Wilayah J awa Barat Bagian 
Selatan Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 28 Seri E); 

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 
2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Barat Nomor 252); 

20. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 38 Tahun 
2021 ten tang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi 

Jawa Barat Tahun 2022; 
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 

2010 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025; 



Menetapkan 
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22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Tasikmalaya 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 2); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 

Tahun 2014 ten tang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nom or 10); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produ k Hukum 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 1); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor Tahun 
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang m njadi 
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tah n 2016 
Nomor 3) ; 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nom or 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peratu ran Daerah K bupaten 

Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 ten tang Perubahan 

Kedua atas Pera turan Daerah Kabu paten Ta sikmalaya 
Nom or 7 Tahun 20 16 ten tang Pembentukan dan Susunan 
Peran gkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 202 1 Nomor 3); 

27 . Pera turan Daerah Ka bupaten Ta sikmalaya Nomor 11 

Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
202 1 Nom or 11). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 

DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2023. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
2 . Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
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3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah. 

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah 
Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode Tahun 2023. 

6. Perangka t Daerah adalah un sur pembantu bupati dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

7. encana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah 

8. 
Dokumen Perencana an Daerah u n tuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

en cana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya 
PJ MD adalah Dokumen Perenca n a an Daerah untuk jangka wak 

tahu n . 

1 ingkat 
(lima) 

9. R cana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutn a isingkat 

RPJPD adalah Dokumen Perencana an Daerah untuk jangka w 20 (dua 

pulu h ) tahun. 
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah yang selanjutnya disin g at APBD 

ad lah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

11. Kebija kan Umum APBD yang selanjutnya d isingkat KUA adalah dokumen 

yang memuat kebijaka n bidang pen da patan, belanja, dan pembiayaan serta 
as m si yang mendasarinya untuk periode 1 (satu ) tahun. 

12. Pri ritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya d i in gkat PPAS 
adala h p rogram pr ioritas dan bata s maksimal a nggaran yan diberikan 
kepada Perangkat Da erah u ntu k setiap programdan kegiatan se agai acuan 
dalam p nyusun an Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Da erah. 

BAB II 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

TAHUN 2023 

Pasal2 

(1) RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 disusun berdasarkan RPJMD 

Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan 
Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. 

(2) Jangka waktu pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 
terhitung sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. 

Pasal3 

(1) RKPD se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika 
sebagai berikut: 
a. BAB I Pendahuluan; 
b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah; 
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c. Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah; 
d. BabIV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; 
e. BabV Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; 
f. BabVI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan 
g . Bab VII Penutup. 

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pa al4 

RKPD sebag im ana dimaksud dalam Pasa 1 3 merupa kan : 
a . pedom an perumusan penyempurnaan rancangan akhir Ren cana Kerja 

Pe angkat Daerah Tahun Anggaran 2023; 
b. P ,d an penyusunan Rancangan KUA serta Rancangan PPAS T hun 

An garan 2023 . 

Peraturan u 1 Illl 

BAB IV 
KETENTUAN PENUT P 

a sa15 

ill erlaku p da ta ggal diundangkan. 

Agar setiap orang m enge ulnya, m emerintah an pe gundangan eraturan 
Bupati in i engan enempatannya dalam Berita a rah Kabu pate Ta sikmalaya. 

Diundangkan 
pada tanggal 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOM OR 841 
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